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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) merupakan tulang punggung 

perekonomian Indonesia, mencakup 

lebih dari 99% unit usaha nasional dan 

melibatkan sekitar 66 juta pelaku pada 

tahun 2023, yang mayoritas adalah usaha 

mikro. UMKM tidak hanya menjadi 

kekuatan ekonomi kerakyatan, tetapi 

juga sarana efektif dalam pengentasan 

kemiskinan, pengurangan kesenjangan 

pendapatan, serta penyediaan lapangan 

kerja. Dengan demikian, pemberdayaan 

dan pengembangan UMKM menjadi 

prioritas utama dalam kebijakan 

pembangunan ekonomi nasional 

(Tambunan, 2002; Boro, 2024). 

Meskipun kontribusi UMKM sangat 

besar, pelaku UMKM masih menghadapi 

tantangan dalam mengakses pembiayaan 

perbankan karena keterbatasan agunan 

yang dimiliki. Menurut Yasabari dan 

Dewi (2015), hal ini membuat banyak 

UMKM dikategorikan sebagai 'non-
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bankable'.  

Mengatasi tantangan tersebut, 

pemerintah menggandeng berbagai 

lembaga keuangan seperti bank umum, 

BPR, koperasi, pegadaian, hingga 

lembaga penjamin kredit. Lembaga-

lembaga ini diharapkan mampu 

menjembatani kebutuhan pembiayaan 

UMKM dengan sistem penjaminan kredit 

sebagai solusi. Penjaminan kredit 

berperan mengurangi risiko pemberian 

pinjaman bagi lembaga keuangan, 

sehingga mendorong mereka untuk lebih 

terbuka dalam menyalurkan dana 

kepada UMKM yang tidak memiliki 

agunan memadai (Sugianto, 2010). 

Penjaminan kredit merupakan salah 

satu instrumen strategis yang bertujuan 

untuk mengurangi risiko lembaga 

keuangan dalam menyalurkan kredit 

kepada UMKM. Dalam skema ini, 

lembaga penjamin akan menanggung 

sebagian risiko gagal bayar dari debitur, 

sehingga mendorong perbankan untuk 

lebih percaya diri dalam memberikan 

pinjaman, meskipun calon debitur 

memiliki keterbatasan jaminan. Skema ini 

diyakini dapat memperkuat struktur 

permodalan UMKM, meningkatkan 

kapasitas produksi, serta memperluas 

pangsa pasar. 

Kota Kupang, jumlah UMKM 

menunjukkan tren yang relatif stabil, 

meningkat tipis dari 17.475 unit pada 

tahun 2022 dan 2023 menjadi 17.550 unit 

pada tahun 2024, dengan sektor 

perdagangan mendominasi lebih dari 

80% total UMKM. Sebanyak 12.064 

UMKM telah memiliki Nomor Induk 

Berusaha (NIB), menandakan kesadaran 

formalitas yang semakin meningkat. 

Pemerintah Kota Kupang juga turut 

berperan aktif melalui program pelatihan 

teknis dan pengembangan kapasitas 

usaha. 

Distribusi penjaminan kredit di Kota 

Kupang masih belum merata. 

Berdasarkan data hasil wawancara tahun 

2025, sektor perdagangan mendominasi 

penerima penjaminan kredit sebesar 40%, 

diikuti industri 30%, pertanian 16%, dan 

jasa 14%. Komposisi ini menunjukkan 

bahwa kebutuhan akan modal kerja dan 

akses pembiayaan masih lebih terasa di 

sektor perdagangan. Oleh karena itu, 

penting untuk mengkaji lebih dalam 

bagaimana penjaminan kredit 

memengaruhi pertumbuhan UMKM di 

Kota Kupang. 

Permasalahan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji sejauh mana 

penjaminan kredit berpengaruh terhadap 

pertumbuhan UMKM di Kota Kupang. 

Penelitian ini tidak hanya memberikan 

gambaran empiris mengenai hubungan 

antara penjaminan kredit dan 

pertumbuhan usaha, tetapi juga menjadi 

masukan penting bagi pemerintah 

daerah, lembaga keuangan, serta pelaku 

UMKM dalam merumuskan kebijakan 

dan strategi pengembangan ekonomi 

berbasis pemberdayaan usaha kecil. 

LANDASAN TEORI 

1. Kredit 

Kredit adalah inti dari kegiatan 

penjaminan kredit. Berdasarkan Pasal 1 

butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, kredit didefinisikan sebagai 



Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO) 
Vol. 4, No. 1, Mei 2025: 222–239 

 

224 

penyediaan uang atau tagihan setara, 

melalui persetujuan pinjam-meminjam 

antara bank dan pihak lain, yang 

mengharuskan peminjam melunasi 

utangnya dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran bunga. Secara 

sederhana, kredit sering diartikan sebagai 

cara untuk memperoleh barang atau 

uang dengan pembayaran cicilan atau 

angsuran di kemudian hari (Desiyanti, 

2024). 

Kata "kredit" sendiri berasal dari kata 

creder yang berarti kepercayaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian kredit 

didasarkan pada keyakinan pemberi 

pinjaman bahwa calon peminjam mampu 

dan mau mengembalikan pinjaman 

sesuai kesepakatan (Kasmir, 2011). Bank 

adalah lembaga penyalur kredit utama 

yang berorientasi pada keuntungan 

melalui bunga atau bagi hasil. Oleh 

karena itu, dalam setiap transaksi 

perkreditan, Bank akan 

mempertimbangkan aspek keamanan 

(kemampuan pengembalian) dan 

keuntungan (profitabilitas) (Yasabani 

dan Dewi, 2015). 

2. Penjaminan Kredit 

a. Pengertian dan Pihak Terlibat: 

       Penjaminan kredit adalah mekanisme 

pemberian jaminan kepada kreditur atas 

pinjaman yang disalurkan kepada 

debitur, terutama ketika persyaratan 

agunan tidak terpenuhi (Yasabari & 

Dewi, 2015). Ini merupakan perjanjian 

accessoir yang bersifat pelengkap 

terhadap perjanjian kredit pokok, dan 

akan berakhir jika perjanjian pokok batal. 

Fungsi utamanya adalah sebagai 

pelengkap dan pengambilalihan 

sementara risiko gagal bayar (Segara, 

2019). Peran penjamin diwujudkan dalam 

bentuk pembayaran kewajiban debitur 

kepada kreditur jika terjadi default. 

Regulasi terkait penjaminan diatur dalam 

UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan 

dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 

tentang Lembaga Penjaminan, yang 

menegaskan bahwa penjaminan adalah 

kegiatan pemberian jaminan atas 

pemenuhan kewajiban finansial. 

Terdapat tiga pihak utama yang terlibat: 

Penjamin (pihak yang memberikan 

jaminan dan bertanggung jawab atas 

ganti rugi), Penerima Jaminan (kreditur, 

baik bank maupun non-bank, yang 

memberikan fasilitas kredit), dan 

Terjamin (debitur, umumnya pelaku 

UMKM, yang menerima kredit) (Yasabari 

& Dewi, 2015). 

b. Prinsip Penjaminan Kredit: 

       Prinsip-prinsip penjaminan kredit 

menekankan bahwa penjaminan hanya 

diberikan atas permintaan kreditur atau 

debitur, khususnya jika agunan debitur 

tidak mencukupi atau tidak ada. 

Penjaminan diberikan hanya jika 

penjamin meyakini bahwa usaha atau 

proyek yang diajukan layak untuk 

dijamin (prinsip kelayakan usaha). 

Penjaminan ini berfungsi sebagai 

pelengkap perkreditan, sarana 

pemenuhan persyaratan teknis 

perbankan, dan pengganti agunan yang 

kurang memadai bagi debitur dan 

kreditur. Selain itu, penjaminan kredit 

adalah pengambilalihan sementara risiko 

kredit macet, di mana penjamin akan 
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menutupi sisa kredit macet kepada 

kreditur. Implikasinya adalah 

munculnya piutang subrogasi, yaitu 

kewajiban pelunasan sisa kredit oleh 

terjamin kepada penjamin setelah klaim 

dibayarkan. Penjaminan kredit juga 

melibatkan kerja sama pengendalian 

kredit antara penjamin dan penerima 

jaminan untuk meminimalisir risiko 

kredit macet (Yasabari & Dewi, 2015; 

Putera, 2019). 

c. Skema Penjaminan Kredit: 

       Skema penjaminan kredit dapat 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa 

model menurut Alvaro (2001),: 

1. Direct Model dan Indirect Model. 

Direct model adalah penjaminan 

langsung dari penjamin kepada 

debitur atas pengajuan bank, 

sedangkan indirect model 

melibatkan penempatan dana 

penjaminan di bank tanpa 

keterlibatan langsung penjamin 

dalam program penjaminan. 

2. Individual Model dan Portofolio 

Model.  

Individual model memberikan 

penjaminan per kasus untuk 

pengusaha secara individu, 

sementara portofolio model 

memberikan jaminan secara 

otomatis untuk kredit dalam 

portofolio yang memenuhi kriteria 

yang disepakati. 

3. Funded Model dan Unfunded Model. 

Funded model dananya berasal dari 

bank sentral, perbankan, atau 

sumber bersama, sementara 

unfunded model dananya berasal 

dari pemerintah yang 

ditempatkan di bank. 

4. Open Model dan Target (Closed) 

Model. 

Open model diberikan kepada 

kelompok terjamin tertentu tanpa 

persyaratan tambahan, sedangkan 

closed model mengenakan 

persyaratan tertentu. 

5. Ex-ante Model dan Ex-post Model. 

Ex-ante model adalah pengajuan 

penjaminan terlebih dahulu 

sebelum pengajuan kredit, 

sementara ex-post model pengajuan 

penjaminan dilakukan setelah 

persetujuan kredit dari bank.  

6. Intermediary Model 

Penjaminan diberikan kepada 

bank yang membiayai lembaga 

keuangan mikro, yang kemudian 

menyalurkan kredit ke usaha 

mikro 

       Teori di atas, mekanisme penjaminan 

kredit dapat dibagi menjadi dua jenis 

utama (Siamat, 2004): 

1. Penjaminan Langsung: 

Penjaminan diberikan langsung 

kepada terjamin oleh penjamin 

tanpa melalui penerima jaminan 

terlebih dahulu. Terjamin 

mengajukan permohonan ke 

penjamin, lalu membawa 

persetujuan penjaminan ke bank. 

2. Penjaminan Tidak Langsung: 

Penjaminan diberikan kepada 

terjamin melalui atau atas 

permintaan penerima jaminan. 

Bank mengajukan permohonan 

penjaminan ke lembaga penjamin 
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setelah menerima permohonan 

kredit dari terjamin, dan setelah 

persetujuan penjaminan, bank 

mencairkan kredit. 

d. Penilaian Kelayakan Penjaminan 

(5C) 

       Dalam menilai kelayakan usaha calon 

terjamin, lembaga penjaminan umumnya 

menggunakan pendekatan 5C, meskipun 

urutan informasinya seringkali diterima 

dari perbankan terlebih dahulu 

(Widyatmoko, 2005): 

1. Character (Watak/Kepribadian): 

Menilai integritas dan kemauan 

nasabah untuk memenuhi 

kewajiban. 

2. Capacity (Kemampuan): Menilai 

kemampuan calon terjamin dalam 

mengelola usaha dan membayar 

kembali kewajiban. 

3. Capital (Modal): Menilai struktur 

modal dan dana sendiri yang 

dimiliki calon terjamin melalui 

laporan keuangan. 

4. Condition of Economy (Kondisi 

Ekonomi): Mempertimbangkan 

kondisi ekonomi makro dan 

lingkungan usaha yang relevan, 

baik yang mendukung maupun 

yang bersifat negatif. 

5. Collateral (Agunan): Menilai 

tingkat kepercayaan penjamin 

terhadap calon terjamin dan 

kepastian sumber pengembalian 

kredit di luar pendapatan 

penjualan usaha, khususnya saat 

agunan fisik tidak mencukupi. 

3. UMKM 

       Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) merupakan 

tulang punggung perekonomian di 

Indonesia. Kategori UMKM ini 

didefinisikan secara spesifik dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-

undang tersebut, UMKM dibedakan 

berdasarkan kriteria kekayaan bersih 

(tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) atau hasil penjualan 

tahunan: 

a. Usaha Mikro: Adalah usaha 

produktif milik perseorangan atau 

badan usaha perorangan dengan 

kekayaan bersih maksimal 

Rp50.000.000,00 atau hasil 

penjualan tahunan maksimal 

Rp300.000.000,00. Usaha ini 

umumnya berskala sangat kecil, 

sering beroperasi di sektor 

informal, dan dikelola oleh 

individu atau keluarga dengan 

modal serta omzet yang terbatas, 

namun memiliki fleksibilitas 

tinggi dan kedekatan dengan 

komunitas (UU No. 20 Tahun 

2008). 

b. Usaha Kecil: Merupakan usaha 

ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha, dan 

bukan merupakan anak atau 

cabang perusahaan lain. 

Kriterianya adalah memiliki 

kekayaan bersih antara 

Rp50.000.000,00 hingga 

Rp500.000.000,00, atau hasil 

penjualan tahunan antara 
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Rp300.000.000,00 hingga 

Rp2.500.000.000,00. Usaha kecil 

ditandai dengan modal terbatas, 

tenaga kerja sedikit, dan 

manajemen sederhana, namun 

menjadi sumber inovasi dan 

mampu beradaptasi dengan pasar 

(UU No. 20 Tahun 2008). 

c. Usaha Menengah: Adalah usaha 

ekonomi produktif mandiri yang 

dilakukan oleh perorangan atau 

badan usaha, yang bukan 

merupakan bagian dari usaha kecil 

atau besar. Usaha ini memiliki 

kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 hingga 

Rp10.000.000.000,00, atau hasil 

penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 hingga 

Rp50.000.000.000,00. Usaha 

menengah memiliki skala modal, 

omzet, dan jumlah karyawan yang 

lebih besar dibandingkan usaha 

mikro dan kecil, serta memiliki 

potensi untuk berkembang 

menjadi usaha besar (UU No. 20 

Tahun 2008). 

4. Pertumbuhan Usaha 

       Pertumbuhan usaha adalah langkah 

krusial untuk keberhasilan bisnis, di 

mana niat dan upaya pengusaha sangat 

menentukan terwujudnya pertumbuhan 

tersebut (Levied & Autio, 2013). 

Pertumbuhan ini didefinisikan sebagai 

penciptaan nilai jangka panjang bagi 

organisasi, bersumber dari pelanggan, 

pasar, dan hubungan bisnis (Rehman & 

Anwar, 2019). Pengukuran pertumbuhan 

usaha dapat dilakukan melalui berbagai 

indikator, baik secara subjektif maupun 

objektif, seperti pertumbuhan karyawan, 

aset, dan penjualan (Sirec & Mocnik, 

2010). Pertumbuhan penjualan dianggap 

sangat penting karena memungkinkan 

investasi dalam faktor produksi dan 

peningkatan laba (Jansen, 2009). Selain 

itu, pertumbuhan aset juga krusial karena 

dapat menjadi jaminan keamanan untuk 

memperoleh pembiayaan eksternal guna 

mendorong pertumbuhan bisnis 

(Morgan, 2009). 

5. Teori Pertumbuhan Endogen 

       Teori Pertumbuhan Endogen muncul 

sebagai respons terhadap kritik terhadap 

model pertumbuhan Solow yang 

menganggap perubahan teknologi 

sebagai faktor eksogen (Mankiw, 2006). 

Teori ini berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

berasal dari akumulasi modal dan tenaga 

kerja, melainkan juga didorong oleh 

faktor-faktor internal atau endogen 

dalam sistem ekonomi (Juhro & 

Trisnanto, 2018). 

       Tokoh seperti Romer (1994), Lucas 

(1988), serta Grossman dan Helpman 

(1991) menekankan bahwa modal 

manusia (human capital) dan penelitian 

dan pengembangan (Research & 

Development/R&D) adalah pendorong 

utama pertumbuhan ekonomi endogen. 

Teori ini berasumsi bahwa proses 

pertumbuhan berasal dari tingkat 

perusahaan atau industri, dengan dasar 

model yang dibangun atas asumsi 

increasing return to scale atau 

nondiminishing return (Wijayanto, 2019).    

       Penelitian ini, Teori Pertumbuhan 
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Endogen relevan karena menjelaskan 

bahwa sumber pertumbuhan adalah 

peningkatan akumulasi modal dalam arti 

yang luas, yang dapat dihubungkan 

dengan peran penjaminan kredit dalam 

memfasilitasi akses modal bagi UMKM 

untuk berinvestasi dan berkembang. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode 

survei pada UMKM di Kota Kupang yang 

menerima penjaminan kredit. Data 

dikumpulkan melalui wawancara dan 

dokumentasi, kemudian dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan aplikasi SPSS 25 untuk 

menguji pengaruh penjaminan kredit 

terhadap pertumbuhan UMKM, dengan 

memastikan terpenuhinya asumsi 

statistik seperti normalitas dan 

multikolinearitas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Deskripsi Variable Penelitian 

       Status sebagai Penerima Penjaminan 

Kredit (X1): Variabel ini menunjukkan 

apakah UMKM mendapatkan 

penjaminan kredit atau tidak. Variabel ini 

bersifat kualitatif dan diwakili dengan 

variabel dummy (0 = tidak menerima 

penjaminan, 1 = menerima penjaminan). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

UMKM yang mendapatkan penjaminan 

kredit memiliki peluang yang lebih besar 

untuk meningkatkan pertumbuhan 

usaha mereka. Jumlah Kredit yang 

Dijamin (X2): Variabel ini mengukur 

jumlah kredit yang dijamin oleh lembaga 

penjamin dalam satu periode tertentu. 

Ukuran ini bersifat kuantitatif dan diukur 

dalam nominal nilai kredit. Data 

menunjukkan bahwa semakin besar 

jumlah kredit yang dijamin, maka 

semakin besar pula peluang UMKM 

untuk berkembang, karena modal yang 

tersedia untuk ekspansi usaha lebih 

optimal. Pertumbuhan UMKM (Y): 

Variabel ini mencerminkan 

perkembangan usaha UMKM dari segi 

aspek kuantitatif, seperti pendapatan, 

omzet, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas 

produksi dari tahun ke tahun. Data 

menunjukkan bahwa pertumbuhan 

UMKM dapat dipengaruhi oleh akses 

terhadap pembiayaan melalui 

penjaminan kredit yang memadai. 

Hasil. 

Hasil Wawancara untuk Data 

Kuantitatif 

       Penelitian ini didasarkan pada 

wawancara langsung dengan 50 yang 

merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di Kota Kupang 

yang telah menerima penjaminan kredit. 

Hasil wawancara ini memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai 

karakteristik demografis para pelaku 

usaha, mencakup usia, tingkat 

pendidikan, jenis usaha, lama usaha 

berjalan, serta status penjaminan kredit. 

       Mayoritas pelaku UMKM yang 

menerima penjaminan kredit berada 

dalam usia produktif, yaitu antara 30–39 

tahun (35%) dan 40–49 tahun (30%). 

Proporsi ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar pelaku UMKM berada 

dalam rentang usia yang aktif dan 

potensial untuk menjalankan serta 
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mengembangkan usahanya. 

       Tingkat Pendidikan Terakhi Sebagian 

besar informan menyelesaikan 

pendidikan hingga jenjang 

SMA/sederajat (45%), diikuti oleh 

mereka yang menamatkan pendidikan 

hingga Diploma atau S1 ke atas (25%). 

Data ini mengindikasikan bahwa 

mayoritas pelaku UMKM memiliki 

kapasitas pendidikan yang cukup 

memadai untuk mengelola usaha 

mereka, meskipun terdapat pula 

informan dengan latar belakang 

pendidikan SD (12%) dan SMP (18%). 

       Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa sektor perdagangan menjadi yang 

paling dominan (52%), meliputi usaha 

seperti toko sembako, kios pakaian, dan 

usaha kuliner. Sektor lainnya terdiri dari 

jasa (24%), seperti usaha laundry dan 

bengkel; industri kecil (16%), seperti 

produksi makanan rumahan; serta 

pertanian (8%), seperti peternakan dan 

kebun sayur. 

       Status penjaminan kredit, komposisi 

antara UMKM yang menerima sesuai 

dengan desain pengambilan sampel 

penelitian.  

Data Inti Variabel Penelitian 

N

o 
Variabel 

Kategori 

atau 

Kelomp

ok 

Jumlah 

Responde

n 

Persentas

e (%) 

1 

Status 

Penjaminan 

Kredit 

Menerim

a (1) 
50 100% 

2 

Jumlah 

Kredit 

Dijamin 

(Hanya untuk 

penerima) 

< Rp 

50.000.00

0 

8 16% 

Rp 

50.000.00

0 – 

100.000.0

00 

28 56% 

> Rp 

100.000.0

00 

14 28% 

Total 50 100% 

3 
Pertumbuhan 

Pendapatan 

< 20% 8 8% 

20% – 

40% 
26 26% 

> 40% 16 16% 

Total 50 100% 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM, 

2025 

       Hasil wawancara juga menggali lebih 

dalam mengenai variabel inti penelitian, 

yaitu status penjaminan kredit, jumlah 

kredit yang dijamin (bagi yang 

menerima), serta pertumbuhan 

pendapatan usaha. Sebanyak 50 orang 

pelaku UMKM yang telah menerima 

penjaminan kredit dari lembaga 

penjamin. Dari kelompok ini, mayoritas 

(56%) menyebutkan bahwa mereka 

memperoleh pembiayaan usaha dengan 

jumlah antara Rp 50.000.000 hingga Rp 

100.000.000. Sementara itu, 28% 

mengakses kredit lebih dari Rp 100 juta 

dan 16% menerima kredit kurang dari Rp 

50 juta.  

       Menunjukkan bahwa penjaminan 

kredit paling umum digunakan untuk 

pembiayaan menengah, yang menurut 

pelaku usaha cukup untuk menambah 

modal, membeli peralatan usaha, atau 

memperluas jangkauan pasar. 

        Pertumbuhan pendapatan UMKM, 

sebanyak 26 pelaku usaha (26%) 

melaporkan adanya peningkatan 

pendapatan dalam kisaran 20% hingga 

40%, sementara 16 responden (%) 

mengalami peningkatan lebih dari 40%. 

Sisanya, sebanyak 18 orang (18%), 

mengaku bahwa pendapatan mereka 

hanya bertumbuh kurang dari 20% dalam 
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satu tahun terakhir. Dari temuan ini 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

pelaku UMKM mengalami pertumbuhan 

pendapatan yang positif, terutama 

mereka yang mendapat akses 

pembiayaan melalui skema penjaminan. 

       Analisis yang menggunakan adalah 

regresi linier berganda untuk menguji 

pengaruh variabel status penjaminan 

kredit (X1 variabel dummy), jumlah 

kredit yang dijamin (X2), terhadap 

pertumbuhan pendapatan UMKM (Y) 

 

PEMBAHASAN 

4.3.1 Pengaruh Status Penerima 

Penjaminan Kredit terhadap 

Pertumbuhan UMKM di Kota 

Kupang 

Hasil uji t pada status sebagai 

penerima penjaminan kredit 

menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan UMKM di Kota 

Kupang. Artinya, UMKM yang 

memperoleh akses penjaminan kredit 

cenderung mengalami peningkatan 

dalam aktivitas usaha, baik dari sisi 

produksi, omzet, maupun ekspansi 

pasar. Penjaminan kredit memfasilitasi 

pelaku UMKM untuk mengakses 

pembiayaan yang sebelumnya sulit 

diperoleh akibat keterbatasan agunan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 

penerima penjaminan kredit dapat 

menjadi variabel yang menentukan 

dalam mendorong pertumbuhan usaha. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

UMKM yang menerima penjaminan 

kredit mengalami pertumbuhan usaha 

yang lebih baik dibandingkan dengan 

UMKM yang tidak menerima 

penjaminan, baik dari segi peningkatan 

omzet, kapasitas produksi. maupun 

perluasan pasar. Hal ini sejalan dengan 

penjaminan kredit yang dikemukakan 

olch Yasabari dan Dewi (2015), bahwa 

penjaminan kredit berfungsi sebagai 

pengganti agunan dan pengambil alih 

risiko kredit, yang memungkinkan 

pelaku UMKM yang tidak memiliki 

jaminan cukup untuk tetap mendapatkan 

akses pembiayaan dari lembaga 

keuangan. 

Hasil ini selaras dengan penelitian 

pertumbuhan usaha oleh Levied dan 

Autio (2013) yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan usaha memerlukan 

dukungan dan usaha, salah satunya 

melalui akses pembiayaan yang 

memadai. Status sebagai 

penerimapenjaminan kredit 

memudahkan pelaku usaha mikro yang 

sebelumnya tidak memiliki cukup 

agunan untuk memperoleh pinjaman 

modal kerja dari lembaga keuangan. 

     Temuan ini sesuai dengan kerangka 

pikir yang dijelaskan oleh teori 

pertumbuhan ekonomi endogen 

(endogenous growth theory) yang 

dikembangkan oleh Paul Romer (1986, 

1990) dan Robert Lucas (1988). Teori ini 

muncul sebagai kritik terhadap model 

pertumbuhan eksogen Solow yang 

mengasumsikan bahwa pertumbuhan 

teknologi datang dari luar sistem 

ekonomi. Romer menjelaskan bahwa 

inovasi, pengetahuan, dan investasi 

dalam modal manusia merupakan hasil 

keputusan internal aktor ekonomi, dalam 
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konteks ini, dukungan terhadap 

pembiayaan, seperti penjaminan kredit, 

menjadi bagian dari mekanisme 

pertumbuhan yang berasal dari dalam 

sistem. 

       Romer berpendapat bahwa kebijakan 

yang mendorong akumulasi modal dan 

pembiayaan usaha akan menghasilkan 

efek jangka panjang terhadap 

pertumbuhan output. Sementara itu, 

Lucas menambahkan bahwa akumulasi 

modal manusia menjadi kunci dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja. Dengan demikian, penjaminan 

kredit yang diberikan kepada UMKM 

tidak hanya membuka akses pembiayaan, 

tetapi juga berperan sebagai pengungkit 

bagi peningkatan kapasitas usaha, 

inovasi, dan keberlanjutan pertumbuhan 

ekonomi lokal. 

       Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan temuan dari penelitian 

sebelumnya. Misalnya, Sunaryo (2019) 

menemukan bahwa penjaminan kredit 

daerah memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan UMKM, 

meskipun dalam beberapa kasus perlu 

pengelolaan yang hati-hati agar tidak 

berdampak negatif. Untoro (2005) 

menjelaskan bahwa penjaminan kredit 

mampu menurunkan risiko kegagalan 

kredit dan memperbesar kemungkinan 

UMKM mendapatkan pinjaman bank. 

Demikian pula, Pracoyo dan Pratiwi 

(2021) menunjukkan bahwa kredit mikro 

berkontribusi positif terhadap 

pertumbuhan jumlah unit UMKM dan 

berpengaruh terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia. 

       Mengaitkan temuan empiris dan teori 

pertumbuhan endogen, dapat 

disimpulkan bahwa status penerimaan 

penjaminan kredit berpengaruh secara 

positif terhadap pertumbuhan UMKM. 

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya 

akses pembiayaan yang memungkinkan 

pelaku usaha untuk melakukan investasi, 

ekspansi, dan peningkatan kualitas 

produk. Dalam jangka panjang, efek ini 

tidak hanya mendorong pertumbuhan 

usaha secara individu, tetapi juga 

berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi daerah secara agregat.        

4.3.2 Pengaruh Jumlah Kredit yang 

Dijamin terhadap Pertumbuhan 

UMKM di Kota Kupang 

       Hasil uji t, diketahui bahwa variabel 

jumlah kredit yang dijamin memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,007 (lebih kecil dari 

0,05) dan nilai t hitung sebesar 2,817 yang 

lebih besar dari t tabel. Dengan demikian, 

jumlah kredit yang dijamin berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

pertumbuhan UMKM di Kota Kupang. 

       Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin besar jumlah kredit yang 

dijamin oleh lembaga penjamin terhadap 

pelaku UMKM, maka semakin besar pula 

peluang bagi pelaku usaha untuk 

mengembangkan usahanya. Kredit yang 

dijamin memberikan rasa aman bagi 

lembaga keuangan dalam menyalurkan 

pembiayaan, sehingga UMKM yang 

semula tidak bankable pun mendapatkan 

akses modal yang dibutuhkan untuk 

ekspansi usaha. 

       Temuan ini sejalan dengan teori 

pertumbuhan ekonomi endogen yang 
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menekankan bahwa investasi modal dan 

akses terhadap sumber pembiayaan 

adalah faktor penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, 

penjaminan kredit sebagai instrumen 

kebijakan publik menjadi pemicu 

terbukanya akses pembiayaan UMKM, 

yang kemudian meningkatkan 

produktivitas dan skala usaha. 

        Temuan ini sesuai dengan hasil 

penelitian Pracoyo dan Pratiwi (2021) 

yang menyatakan bahwa pemberian 

kredit mikro berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan UMKM dan 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Mereka menyimpulkan bahwa semakin 

besar jumlah kredit yang dikucurkan ke 

UMKM, maka semakin meningkat pula 

kontribusi UMKM terhadap 

perekonomian nasional. 

       Hasil ini mendukung hasil penelitian 

Untoro (2005) yang menyatakan bahwa 

penjaminan kredit memiliki peran vital 

dalam mendorong perluasan akses 

kredit, terutama bagi UMKM yang 

memiliki keterbatasan agunan. Dengan 

skema penjaminan yang tepat, risiko 

gagal bayar yang menjadi kekhawatiran 

perbankan dapat diminimalkan. 

       Temuan ini sesuai hasil penelitian 

Deni Sunaryo (2019) yang menyatakan 

bahwa penjaminan kredit daerah 

memiliki pengaruh negatif secara parsial 

terhadap pertumbuhan UMKM di 

Banten, penelitian ini menemukan 

pengaruh positif. Perbedaan ini 

kemungkinan dipengaruhi oleh variabel 

konteks daerah dan efektivitas 

implementasi program penjaminan di 

masing-masing wilayah. 

       Hasil penelitian ini memperkuat 

argumentasi bahwa jumlah kredit yang 

dijamin secara signifikan mampu 

meningkatkan kapasitas dan 

pertumbuhan UMKM, yang pada 

akhirnya dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan ekonomi daerah, 

khususnya di Kota Kupang. 

4.3.3 Pengaruh Status Penerima 

Penjaminan Kredit dan Jumlah 

Kredit yang Dijamin terhadap 

Pertumbuhan UMKM di Kota 

Kupang 

       Hasil Uji F, diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,007 yang lebih kecil 

dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel status penerima 

penjaminan kredit dan jumlah kredit 

yang dijamin berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan UMKM di Kota 

Kupang. Hasil ini mendukung hipotesis 

penelitian bahwa adanya penjaminan 

kredit, baik dari segi status penerima 

maupun nominal kredit yang dijamin, 

memiliki kontribusi terhadap 

perkembangan usaha pelaku UMKM. 

Sementara itu, jumlah kredit yang 

dijamin juga berkontribusi positif dalam 

memperkuat modal kerja dan investasi 

pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan 

teori pertumbuhan ekonomi endogen 

yang menekankan bahwa pertumbuhan 

ekonomi  dipengaruhi oleh faktor 

internal seperti akses pembiayaan, 

investasi, dan inovasi usaha. Penjaminan 

kredit berfungsi sebagai mekanisme 

pengurang risiko yang mendorong 

lembaga keuangan untuk menyalurkan 
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kredit kepada pelaku usaha yang 

sebelumnya tidak bankable. 

       Temuan ini diperkuat oleh penelitian 

Deni Sunaryo (2019), yang menunjukkan 

bahwa penjaminan kredit dan status 

bankable UMKM secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan UMKM, meskipun dalam 

penelitiannya ditemukan arah pengaruh 

yang berbeda secara parsial. Sementara 

itu, temuan hasil penelitian Pracoyo dan 

Pratiwi (2021) juga menemukan bahwa 

pemberian kredit kepada UMKM secara 

signifikan meningkatkan jumlah unit 

usaha dan berdampak positif pada 

pertumbuhan ekonomi nasional, 

memperkuat argumen bahwa 

peningkatan kapasitas usaha melalui 

pembiayaan berkontribusi terhadap PDB. 

Penelitian hasil Untoro (2005) juga 

menekankan pentingnya skema 

penjaminan kredit dalam mengurangi 

risiko gagal bayar (default risk) sehingga 

memperluas akses permodalan bagi 

pelaku usaha kecil. Temuan ini sesuai 

dengan hasil penelitian, Alea Casta 

Supriyadi (2024) juga menekankan 

pentingnya peran bank dan pembiayaan 

terhadap dinamika ekonomi lokal, 

termasuk penyerapan tenaga kerja dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, 

yang juga tercermin dari hasil penelitian 

ini di Kota Kupang 

       Hasil penelitian ini secara teoritis dan 

empiris mengonfirmasi bahwa 

penjaminan kredit memiliki peranan 

penting dalam mendorong pertumbuhan 

UMKM di Kota Kupang, dan mendukung 

kebijakan keuangan inklusif serta 

intermediasi kredit sebagai bagian dari 

strategi pembangunan ekonomi lokal 

yang berkelanjutan.  

       UMKM yang menerima penjaminan 

kredit mengalami rata-rata peningkatan 

pendapatan sebesar 18% dalam satu 

tahun. Data ini diperoleh dari survei 

terhadap 50 UMKM melalui wawancara 

langsung, dan mendukung temuan 

bahwa penjaminan kredit memperkuat 

akses modal yang efektif bagi pelaku 

usaha kecil. 

       Implementasi penjaminan kredit 

lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku 

usaha di Kecamatan Oebobo dan Kelapa 

Lima, dibandingkan dengan daerah 

pinggiran seperti Alak dan Maulafa. Hal 

ini menunjukkan masih adanya 

ketimpangan distribusi informasi dan 

akses program penjaminan yang perlu 

ditangani oleh pemerintah daerah.   

       Pertumbuhan UMKM tidak 

sepenuhnya dipengaruhi oleh 

penjaminan kredit. Masih terdapat faktor 

lain yang turut memengaruhi, seperti 

kendala internal UMKM dalam 

memenuhi syarat dari lembaga 

penjaminan. Banyak pelaku UMKM 

belum memiliki legalitas usaha, 

pencatatan keuangan yang tertib, atau 

agunan yang memadai, sehingga mereka 

tidak dapat mengakses fasilitas 

penjaminan kredit. Ketidaksesuaian ini 

menyebabkan sebagian UMKM tetap 

menghadapi keterbatasan modal dan 

kesulitan dalam mengembangkan 

usahanya, terlepas dari skema 

penjaminan yang tersedia. Oleh karena 

itu, penting bagi pemerintah dan lembaga 
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terkait untuk mendorong peningkatan 

kapasitas manajerial dan administratif 

UMKM agar lebih banyak pelaku usaha 

yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan akses pembiayaan yang 

inklusif.     

 

SIMPULAN 
       Penelitian ini secara empiris 

menganalisis pengaruh status penerima 

penjaminan kredit dan jumlah kredit 

yang dijamin terhadap pertumbuhan 

UMKM di Kota Kupang dalam perspektif 

teori pertumbuhan ekonomi endogen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kedua variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

UMKM, baik secara parsial maupun 

simultan. 

       Status sebagai penerima penjaminan 

kredit terbukti memberikan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

pertumbuhan usaha. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penjaminan 

kredit dapat memperluas inklusi 

keuangan dan mendorong produktivitas 

UMKM yang sebelumnya tidak memiliki 

akses pembiayaan formal. 

       Jumlah kredit yang dijamin juga 

berperan signifikan dalam meningkatkan 

kapasitas dan skala usaha. Besaran 

penjaminan berfungsi sebagai leverage 

untuk mengakses pembiayaan yang lebih 

besar, yang pada akhirnya digunakan 

untuk ekspansi produksi dan 

peningkatan efisiensi ekonomi. 

       Secara simultan, kombinasi kedua 

variabel tersebut menunjukkan interaksi 

positif yang memperkuat efektivitas 

penjaminan kredit sebagai instrumen 

kebijakan publik untuk mendorong 

pertumbuhan sektor riil dan 

memperbesar kontribusi UMKM 

terhadap ekonomi daerah. 

       Temuan ini menguatkan kerangka 

teori pertumbuhan ekonomi endogen 

(Romer dan Lucas) yang menekankan 

bahwa pertumbuhan dapat ditingkatkan 

melalui faktor internal seperti inovasi, 

modal manusia, dan akses pembiayaan. 

Penjaminan kredit menjadi salah satu 

mekanisme strategis dalam menciptakan 

pertumbuhan dari dalam sistem 

ekonomi. 

       Rata-rata peningkatan pendapatan 

sebesar 18% pada UMKM penerima 

penjaminan mengindikasikan dampak 

nyata dari program ini. Namun 

demikian, distribusi pemanfaatan 

penjaminan kredit masih belum merata, 

dengan dominasi di wilayah seperti 

Oebobo dan Kelapa Lima, sedangkan 

wilayah Alak dan Maulafa masih 

tertinggal dalam akses informasi dan 

program. 

       Faktor internal UMKM seperti 

rendahnya literasi keuangan, pencatatan 

usaha yang tidak tertib, dan 

ketidaklengkapan legalitas usaha 

menjadi kendala utama dalam 

pemanfaatan program secara optimal. 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas 

manajerial dan administratif UMKM 

menjadi agenda penting agar penjaminan 

kredit dapat diakses secara lebih luas dan 

merata. 
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